Komisi IT Sidak Kondisi Terkini Hotel Atlet Sempaja Samarinda

Komisi II DPRD Kaltim saat melakukan sidak pada Hotel Atlet Sempaja Samarinda.
(Sumber gambar: TribunKaltim.co) Senin, 02/06/2025

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim)
melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Hotel Atlet yang berada di kompleks
Gelanggang Olahraga (GOR) Kadrie Oening Sempaja, Samarinda, pada Rabu
(28/5/2025).

Sidak ini dipimpin oleh Ketua Komisi II Sabaruddin Panrecalle, didampingi Wakil
Ketua Komisi II Sapto Setyo Pramono serta anggota Komisi II lainnya yaitu Abdul
Giaz, Firnadi Ikhsan, Guntur, dan Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, bersama tenaga
ahli dan staf Komisi II.

Rombongan DPRD disambut oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kaltim Agus
Hari Kesuma, Kepala Biro Hukum Setdaprov Kaltim Suparmi, serta Kepala Biro
Perekonomian Setdaprov Kaltim Iwan Darmawan.

Seperti diketahui, pemanfaatan Hotel Atlet yang terletak di Jalan Wahid Hasyim I
Samarinda tersebut hingga kini belum menemui kejelasan.

Padahal, bangunan 8 lantai dengan 273 kamar ini telah direnovasi pada 2024 dengan
anggaran Rpl111,2 miliar. Hotel yang semula dibangun untuk PON 2008 itu sempat
terbengkalai selama 14 tahun sebelum direvitalisasi untuk mendukung pelaksanaan
Musabaqah Tilawatil Quran Nasional (MTQN) di Kaltim.

Pada kesempatan itu, Sapto Setyo Pramono mendorong perangkat daerah terkait agar
segera melakukan penanganan tarif retribusi dari perubahan status wisma menjadi hotel.

Catatan Berita — UJIDIH BPK Perwakilan Kalimantan Timur Tahun 2024 -



“Lakukan dulu sesuai tarif itu baru dilakukan perubahan menyusul. Jadi terapkan yang
ada dulu retribusi, maka dari hasil itu baru menyesuaikan. Misalkan, tarif obyektif ini
harganya sekian karena sudah berubah wujud dari wisma menjadi hotel,” ujar Sapto.
Sementara, Sabaruddin Panceralle menyatakan bahwa perlu adanya evaluasi dari hasil
sidak yang telah dilakukan.

“Kita melihat hasilnya di sana memang perlu evaluasi,” tegasnya.

Politisi Partai Gerindra ini menilai bahwa pemanfaatan fasilitas hotel harus berjalan
sesuai ketentuan, perlu perhitungan nilai pemanfaatannya.

Ia melihat bahwa kondisi dan fasilitas hotel sudah cukup bagus dan memadai sebagai
tempat untuk menginap. “Hanya saja pemanfaatannya masih belum optimal,”
pungkasnya. (adv/hms8/hms11)

Sumber berita:
Tribun Kaltim, Komisi II Sidak Kondisi Terkini Hotel Atlet Sempaja Samarinda,
02/06/2025.

Catatan:

1. Dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU 1/2022) dijelaskan
bahwa retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau
badan.

2. Dalam Pasal 87 ayat (1) UU 1/2022 diatur bahwa jenis retribusi terdiri atas:

a. retribusi jasa umum;
b. retribusi jasa usaha; dan
c. retribusi perizinan tertentu

3. Dalam Pasal 88 ayat (3) UU 1/2022 diatur bahwa jenis penyediaan/pelayanan
barang dan/atau jasa yang merupakan objek retribusi jasa usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b meliputi:

a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat
kegiatan usaha lainnya;
b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk
fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;

penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;

penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;

pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;

pelayanan jasa kepelabuhanan;

pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;

pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di

air;

i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
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j. pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan
fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan
tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

. Dalam Pasal 90 UU 1/2022 diatur bahwa besaran retribusi yang terutang dihitung
berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
. Dalam Pasal 92 UU 1/2022 diatur sebagai berikut.

(1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 merupakan nilai rupiah
yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.

(2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam
atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan
tarif retribusi.

. Dalam Pasal 93 ayat (1) UU 1/2022 diatur bahwa tarif retribusi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 90 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
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